BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR $% TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BONE,

a. bahwa untuk menindaklanjuti

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru, maka perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2024-2026.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat
II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran




Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembanguna Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011




10,

11.

12.

13.

Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
288);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen




Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2021 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2024-2026.

BAB I PENDAHULUAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20

i




(1)

(dua puluh) tahun.

. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD

adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
Tahun 2024-2026.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

selanjutnya  disingkat RPJM Nasional adalah  dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap

warga Negara secara minimal.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

Kabupaten Bone.

Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Bone.

. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah

Peraturan Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RPD
Tahun 2024-2026 memperhatikan target indikator makro dan
program prioritas nasional RPJMN 2020-2024, kesesuaian
sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bone
sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator
daerah RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, isu-isu
strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi
yang berlaku dan untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan pembangunan
Provinsi dan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala

bidang pembangunan.




(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

(1)

(2)

(3)

a. digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai
pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah Tahun 2024-2026;

b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

Cc. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak berakhirnya
periode RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya
RPJMD periode hasil pilkada serentak Tahun 2024.

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas 9 (sembilan) Bab sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Dalam rangka pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat 2, ditetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan pagu anggaran setiap program prioritas yang
sifatnya indikatif terdapat pada Bab VII.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 :

a.

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPD;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan
verifikasi kesesuaian antara RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; dan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui




Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu keempat bulan
April Tahun 2023.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Bappeda bertanggungjawab atas pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN
Pasal 6

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat

dilakukan perubahan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari

perundang-undangan yang lebih tinggi.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone.

LITE ot EH erer | Ditetapkan di Watampone
1 {SASI | pada tanggal, |3 April 2023
BUPATI BONE, /Yr

. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone pada
tanggal, 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR ..§3




